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Transformasi teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek
kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik dan pengembangan hukum Islam. Munculnya
berbagai fenomena baru, seperti transaksi elektronik, kontrak digital, kecerdasan buatan (artificial
intelligence), aset kripto, media sosial, dan layanan keuangan berbasis teknologi, menghadirkan
persoalan hukum yang tidak seluruhnya memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam literatur
fikih klasik. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi hukum Islam untuk tetap mampu
memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga relevansinya terhadap dinamika masyarakat
modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi hukum Islam di era
digital, mengidentifikasi peluang yang muncul bagi pengembangan fikih kontemporer, serta
mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses adaptasi hukum Islam terhadap
perkembangan teknologi digital. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan konseptual, pendekatan yuridis, dan pendekatan maqasid al-syari‘ah melalui
studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, fatwa, peraturan perundang-
undangan, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
transformasi hukum Islam pada era digital menuntut penguatan ijtihad yang bersifat adaptif,
kontekstual, dan kolektif agar mampu merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan
prinsip-prinsip dasar syariat. Digitalisasi juga membuka peluang bagi peningkatan efektivitas
layanan keagamaan, pengembangan ekonomi syariah, digitalisasi fatwa, dan modernisasi tata
kelola hukum Islam. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas persoalan hukum
baru, perlindungan data pribadi, etika pemanfaatan kecerdasan buatan, validitas transaksi digital,
serta meningkatnya penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu,
pendekatan fikih kontemporer yang berorientasi pada maqasid al-syari‘ah menjadi landasan
strategis dalam membangun sistem hukum Islam yang responsif, adaptif, dan relevan terhadap
perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Trasformasi Hukum Islam, Era Digital, Fikih Kontemporer, Maqasid al-Syart‘ah,
ljtihad.

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed various aspects of
human life, including the practice and development of Islamic law. Emerging phenomena such as
electronic transactions, digital contracts, artificial intelligence (Al), cryptocurrency, social media,
and technology-based financial services have generated legal issues that are not explicitly
addressed in classical Islamic jurisprudence. This situation poses significant challenges for Islamic
law in maintaining legal certainty while preserving its relevance to the dynamics of contemporary
society. This study aims to analyze the transformation of Islamic law in the digital era, identify the
opportunities for the development of contemporary Islamic jurisprudence (figh), and examine the
challenges encountered in adapting Islamic legal principles to technological advancements. The
research employs a normative legal research method using conceptual, juridical, and magqasid al-
shari‘ah approaches through library research based on the Qur'an, Hadith, classical and
contemporary figh literature, fatwas, statutory regulations, and relevant scholarly publications.
The findings reveal that the transformation of Islamic law in the digital era requires adaptive,
contextual, and collective ijtihad to respond effectively to technological developments without
compromising the fundamental principles of Islamic law. Furthermore, digitalization provides
significant opportunities to enhance religious services, strengthen the Islamic digital economy,
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facilitate the digitalization of fatwas, and modernize the governance of Islamic legal institutions.
However, it also presents several challenges, including the complexity of emerging legal issues,
personal data protection, ethical concerns surrounding artificial intelligence, the validity of digital
transactions, and the widespread dissemination of unverified religious information. Therefore, a
contemporary figh approach grounded in the objectives of Islamic law (maqasid al-shari ‘ah) serves
as a strategic foundation for developing an Islamic legal system that is responsive, adaptive, and
relevant to the ongoing advancement of digital technology.

Keywords:  Islamic Law Transformation, Digital Era, Contemporary Figh, Maqasid al-
Shari‘ah, Ijtihad.
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PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi digital telah menjadi salah satu fenomena global yang memberikan dampak fundamental terhadap
hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh integrasi teknologi digital, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (Al), Big
Data, Cloud Computing, dan Blockchain telah mengubah pola aktivitas masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem
yang serba digital. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, tetapi juga melahirkan
paradigma baru dalam hubungan sosial, transaksi ekonomi, komunikasi, serta tata kelola pemerintahan. Menurut Klaus
Schwab (2016), Revolusi Industri Keempat merupakan fase transformasi yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan
biologis sehingga menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada struktur kehidupan masyarakat global (Schwab, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia juga mengalami percepatan
digitalisasi yang sangat signifikan. Laporan tahunan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan
bahwa penetrasi internet nasional terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjangkau sebagian besar penduduk
Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas masyarakat kini semakin bergantung pada teknologi digital dalam
berbagai bidang, mulai dari komunikasi, perdagangan elektronik (e-commerce), layanan perbankan digital, pendidikan daring,
hingga aktivitas keagamaan. Digitalisasi tersebut melahirkan ruang interaksi baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu
sehingga memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pelayanan publik, maupun praktik keagamaan (APJII, 2024).

Transformasi digital tersebut turut memengaruhi pola kehidupan umat Islam. Aktivitas ibadah, pendidikan Islam, dakwah,
konsultasi keagamaan, penghimpunan zakat, infak, sedekah, wakaf, bahkan pelaksanaan akad muamalah kini banyak
dilakukan melalui media digital. Berbagai platform media sosial, aplikasi keagamaan, layanan fintech syariah, serta sistem
pembayaran elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Selain itu, perkembangan teknologi juga
memungkinkan pelaksanaan kajian keislaman secara daring, penerbitan fatwa digital, layanan konsultasi hukum Islam melalui
aplikasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyediaan informasi keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung, melainkan telah menjadi ekosistem baru dalam praktik
kehidupan beragama.

Di sisi lain, perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum Islam yang belum sepenuhnya memperoleh
jawaban dalam literatur fikih klasik. Berbagai isu kontemporer seperti keabsahan akad elektronik, transaksi melalui
marketplace, penggunaan uang elektronik (electronic money), aset kripto (cryptocurrency), kontrak berbasis smart contract,
perlindungan data pribadi, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan hukum, hingga penyampaian talak
melalui media digital merupakan contoh persoalan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Permasalahan-
permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan formulasi hukum Islam
klasik yang pada masa penyusunannya belum mengenal sistem digital sebagaimana berkembang saat ini. Oleh karena itu,
berbagai persoalan tersebut memerlukan kajian fikih yang lebih kontekstual agar hukum Islam tetap mampu memberikan
kepastian hukum sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat.

Secara normatif, hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip salih 1i kulli
zaman wa makan menegaskan bahwa syariat Islam memiliki relevansi sepanjang waktu dan tempat selama proses istinbat
hukum dilakukan berdasarkan metodologi yang benar. Dalam tradisi usul fikih, mekanisme ijtihad menjadi instrumen utama
untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Yusuf al-
Qaradawi (1994) menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat modern menuntut lahirnya fikih kontemporer yang mampu
mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan tujuan utama syariat
(magasid al-syari‘ah). Dengan demikian, pembaruan hukum Islam bukanlah bentuk perubahan terhadap ajaran pokok agama,
melainkan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap zaman.

Pendekatan maqasid al-syari‘ah menjadi salah satu landasan penting dalam merespons perkembangan teknologi digital.
Jasser Auda (2008) mengemukakan bahwa maqasid tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum dalam pengertian klasik,
tetapi juga sebagai sistem berpikir yang mampu menjawab kompleksitas persoalan modern melalui pendekatan multidisipliner.
Dalam konteks era digital, perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal),
dan keturunan (hifz al-nasl) perlu diaktualisasikan dalam berbagai isu seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi,
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transaksi digital, etika kecerdasan buatan, serta penyebaran informasi keagamaan di ruang digital. Oleh karena itu, magasid
al-syari‘ah memiliki posisi strategis sebagai dasar normatif dalam membangun hukum Islam yang responsif terhadap
perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, dinamika digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan serius bagi pengembangan fikih
kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi dibandingkan dengan proses
perumusan fatwa dan pembentukan hukum Islam. Di samping itu, perbedaan metode ijtihad antarulama, kompleksitas
teknologi modern, serta belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat turut memengaruhi efektivitas implementasi
hukum Islam dalam ruang digital. Tidak sedikit pula muncul penyebaran fatwa melalui media sosial yang tidak didasarkan
pada otoritas keilmuan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan peluang bagi pengembangan hukum Islam, tetapi juga
menuntut adanya pembaruan metodologi ijtihad yang lebih kolaboratif, berbasis riset, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya menganalisis transformasi
hukum Islam di era digital melalui perspektif fikih kontemporer. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi peluang digitalisasi
dalam pengembangan hukum Islam, tetapi juga mengkaji berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi
modern. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan perspektif maqasid al-syari‘ah, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer sekaligus
menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, lembaga fatwa, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem hukum

Islam yang adaptif, responsif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin
hukum Islam yang berkaitan dengan transformasi hukum di era digital melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum primer
dan sekunder (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis
peraturan perundang-undangan dan fatwa, pendekatan filosofis untuk mengkaji nilai-nilai dasar hukum Islam, pendekatan
maqasid al-syari‘ah untuk menilai kesesuaian perkembangan teknologi dengan tujuan syariat, serta pendekatan sosiologis guna
memahami dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan hukum Islam.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal
bereputasi, hasil penelitian, dan literatur digital yang berkaitan dengan hukum Islam dan teknologi informasi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan Content Analysis, Descriptive
Analysis, dan Comparative Analysis untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta membandingkan pandangan fikih klasik
dan fikih kontemporer dalam merespons perkembangan teknologi digital sehingga diperoleh formulasi hukum Islam yang
adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Hukum Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat menjalankan aktivitas
sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai penggunaan perangkat teknologi,
tetapi telah membentuk suatu ekosistem baru yang mengubah pola interaksi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks
hukum Islam, perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa munculnya berbagai persoalan hukum yang sebelumnya
tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Fenomena seperti transaksi elektronik (e-commerce), dompet digital, financial
technology (fintech), kontrak elektronik (electronic contract), kecerdasan buatan (artificial intelligence), aset digital, hingga
pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian akad dan komunikasi hukum merupakan realitas baru yang
membutuhkan respons hukum Islam secara komprehensif.

Pada dasarnya, hukum Islam memiliki karakteristik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip salih 1i kulli
zaman wa makan menunjukkan bahwa syariat Islam dirancang untuk tetap relevan pada setiap ruang dan waktu melalui
mekanisme ijtihad. Oleh karena itu, perubahan teknologi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi hukum Islam,
melainkan sebagai tantangan intelektual yang harus dijawab melalui pengembangan metodologi istinbat hukum. Menurut
Yusuf al-Qaradawi (1994), pembaruan hukum Islam tidak berarti mengubah nash syariat, tetapi melakukan reinterpretasi
terhadap persoalan-persoalan baru berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih dan maqasid al-syari‘ah. Dengan demikian, hukum
Islam tetap mempertahankan nilai-nilai universalnya sekaligus mampu merespons dinamika masyarakat modern.

Transformasi hukum Islam pada era digital juga terlihat dari berkembangnya berbagai fatwa yang mengatur aktivitas
digital masyarakat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sejumlah
fatwa mengenai uang elektronik syariah, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dan transaksi ekonomi digital.
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Kehadiran fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa lembaga otoritatif Islam telah berupaya memberikan kepastian hukum
terhadap berbagai inovasi teknologi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, berbagai lembaga fatwa internasional juga
mulai mengkaji isu-isu seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan keagamaan, transaksi aset digital, hingga
penerapan teknologi blockchain dalam sistem keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam
berlangsung secara dinamis melalui mekanisme ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, akademisi, ahli teknologi, dan praktisi
ekonomi.

Di sisi lain, digitalisasi telah mengubah pola interaksi umat Islam dalam memperoleh informasi keagamaan. Jika
sebelumnya otoritas keagamaan didominasi oleh lembaga pendidikan dan ulama secara langsung, Kini masyarakat dapat
mengakses berbagai fatwa, ceramah, dan konsultasi hukum Islam melalui platform digital. Kondisi ini memberikan manfaat
berupa meningkatnya akses terhadap ilmu keislaman, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi
keagamaan yang tidak terverifikasi. Fenomena digital religious authority menyebabkan masyarakat sering kali memperoleh
rujukan hukum dari media sosial tanpa melalui proses verifikasi terhadap kompetensi pemberi fatwa. Akibatnya, muncul
perbedaan pendapat yang semakin luas dan berpotensi menimbulkan disorientasi hukum di tengah masyarakat.

Dalam perspektif fikih kontemporer, perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam tidak hanya
menyangkut substansi hukum, tetapi juga metode penyebaran, proses pembentukan fatwa, serta mekanisme implementasinya.
Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam pada era digital memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan
ilmu syariah, teknologi informasi, ekonomi digital, etika, dan ilmu sosial. Pendekatan seperti ini akan menghasilkan formulasi
hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital tanpa
mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah).
Dengan demikian, transformasi hukum Islam merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang tetap berpegang pada
prinsip-prinsip dasar Islam sekaligus responsif terhadap perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi.

2. Peluang Pengembangan Hukum Islam di Era Digital

Transformasi digital tidak hanya menghadirkan tantangan bagi hukum Islam, tetapi juga membuka peluang yang sangat
besar dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan berbagai instrumen baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas
implementasi syariat Islam, meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta memperkuat tata kelola hukum Islam. Dalam
perspektif fikih kontemporer, perkembangan teknologi bukan dipandang sebagai ancaman terhadap syariat, melainkan sebagai
sarana (wasilah) yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kaidah fikih al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh)
menjadi landasan bahwa inovasi teknologi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan,
seperti riba, gharar, maysir, penipuan, maupun kezaliman (Al-Zuhaili, 1986).

Salah satu peluang terbesar adalah digitalisasi layanan keagamaan. Berbagai institusi keagamaan telah memanfaatkan
teknologi digital untuk menyediakan layanan konsultasi hukum Islam, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga
pembelajaran fikih secara daring. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, serta berbagai
platform wakaf digital telah memanfaatkan aplikasi berbasis internet untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
kemudahan akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban keagamaannya. Digitalisasi tersebut terbukti mampu memperluas
jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan sehingga memberikan dampak
positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat (Ascarya, 2022).

Perkembangan financial technology (fintech) syariah juga menjadi peluang strategis bagi transformasi hukum Islam.
Inovasi seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi informasi, peer-to-peer lending syariah, dan dompet
elektronik telah mendorong lahirnya berbagai fatwa yang mengatur transaksi digital sesuai prinsip syariah. Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa Nomor 116/DSN-
MUI/1X/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam
memiliki fleksibilitas dalam merespons inovasi ekonomi digital melalui mekanisme ijtihad yang tetap berlandaskan Al-Qur'an,
hadis, ijma’, qiyas, dan prinsip magqasid al-syari‘ah.

Peluang berikutnya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) dalam bidang hukum Islam.
Teknologi Al mulai digunakan untuk membantu pencarian dalil, klasifikasi fatwa, analisis literatur fikih, penerjemahan kitab-
kitab klasik, hingga pelayanan konsultasi keagamaan berbasis digital. Meskipun Al tidak dapat menggantikan otoritas ulama
dalam proses ijtihad, teknologi ini berpotensi meningkatkan efisiensi penelitian hukum Islam melalui kemampuan mengolah
data dalam jumlah besar secara cepat dan sistematis. Menurut Russell dan Norvig (2021), Al berfungsi sebagai alat bantu
pengambilan keputusan (decision support system), bukan sebagai pengganti pertimbangan manusia. Oleh karena itu, dalam
konteks hukum Islam, Al sebaiknya diposisikan sebagai instrumen pendukung yang tetap berada di bawah otoritas ulama dan
lembaga fatwa.

Selain itu, perkembangan blockchain dan smart contract juga membuka ruang baru dalam pengembangan ekonomi
syariah. Teknologi blockchain menawarkan sistem pencatatan transaksi yang bersifat transparan, aman, dan sulit dimanipulasi
sehingga berpotensi mendukung implementasi akad-akad syariah secara lebih akuntabel. Dalam perspektif fikih muamalah,
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penggunaan teknologi tersebut dapat diterima sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, adanya kerelaan para pihak
(taradin), objek transaksi yang halal, serta tidak mengandung unsur gharar dan penipuan. Oleh sebab itu, blockchain dapat
menjadi inovasi yang mendukung prinsip amanah dan keadilan dalam transaksi syariah.

Peluang lainnya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan literasi hukum Islam melalui platform
digital. Berbagai perguruan tinggi, lembaga fatwa, organisasi keagamaan, dan pesantren kini memanfaatkan media digital
untuk menyelenggarakan kajian fikih, seminar ilmiah, pelatihan, dan publikasi artikel keislaman. Kondisi ini memperluas
penyebaran ilmu pengetahuan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum Islam secara lebih
komprehensif. Dengan demikian, era digital tidak hanya mempercepat proses transformasi hukum Islam, tetapi juga menjadi
momentum penting untuk membangun sistem hukum Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan terhadap kebutuhan
masyarakat global.

3. Tantangan Fikih Kontemporer dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Digital

Di samping menghadirkan berbagai peluang, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan yang semakin
kompleks terhadap pengembangan hukum Islam. Kompleksitas tersebut muncul karena kecepatan inovasi teknologi sering
kali melampaui kemampuan hukum untuk memberikan respons normatif yang memadai. Fenomena ini menyebabkan
munculnya berbagai persoalan hukum baru (al-nawazil al-mu‘asirah) yang belum memperoleh pembahasan secara eksplisit
dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, fikih kontemporer dituntut untuk mampu mengembangkan metode ijtihad yang
lebih adaptif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Salah satu tantangan utama adalah munculnya bentuk-bentuk transaksi digital baru yang belum dikenal pada masa
pembentukan fikih klasik. Perkembangan aset kripto (cryptocurrency), Non-Fungible Token (NFT), smart contract,
perdagangan digital lintas negara, hingga ekonomi berbasis metaverse telah mengubah karakteristik transaksi muamalah.
Persoalan tersebut memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum, keabsahan akad,
kepemilikan aset digital, serta aspek perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Sebagian ulama memandang bahwa inovasi
tersebut dapat diterima selama memenuhi prinsip syariah, sedangkan sebagian lainnya lebih berhati-hati karena
mempertimbangkan unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan potensi kerugian yang tinggi. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kajian fikih yang lebih komprehensif dan berbasis pada analisis
multidisipliner.

Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) dalam layanan keagamaan. Saat
ini, berbagai aplikasi berbasis Al telah digunakan untuk menjawab pertanyaan keagamaan, menerjemahkan kitab Kklasik,
menyusun materi dakwah, hingga memberikan rekomendasi hukum berdasarkan data yang tersedia. Walaupun teknologi
tersebut mampu meningkatkan efisiensi penyebaran informasi keislaman, Al tetap memiliki keterbatasan karena tidak
memiliki kapasitas ijtihad, pertimbangan moral, maupun pemahaman terhadap konteks sosial sebagaimana dimiliki oleh
seorang mujtahid. Dalam perspektif usul fikih, proses penetapan hukum tidak hanya bergantung pada teks (nass), tetapi juga
memerlukan pemahaman terhadap maqasid al-syari‘ah, realitas sosial (figh al-waqi'), serta pertimbangan kemaslahatan. Oleh
sebab itu, Al tidak dapat menggantikan otoritas ulama, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penelitian
dan penyebaran informasi hukum Islam.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi digital menjadi tantangan baru yang memiliki implikasi
langsung terhadap hukum Islam. Aktivitas masyarakat di ruang digital menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar,
mulai dari identitas pribadi, transaksi keuangan, hingga rekam jejak komunikasi. Penyalahgunaan data tersebut berpotensi
melanggar prinsip perlindungan hak individu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Nilai-nilai syariat yang melarang tajassus
(memata-matai), ghibah (menggunjing), fitnah, serta penyebaran informasi yang tidak benar menunjukkan bahwa
perlindungan privasi merupakan bagian dari tujuan hukum Islam dalam menjaga kehormatan manusia (hifz al-ird). Oleh
karena itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip maqasid al-
syari‘ah.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial
tanpa mekanisme verifikasi ilmiah. Era digital memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat keagamaan kepada
masyarakat luas tanpa melalui proses otorisasi keilmuan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya fenomena digital religious
authority, yaitu bergesernya otoritas keagamaan dari lembaga formal kepada individu yang memiliki pengaruh di media sosial.
Akibatnya, masyarakat sering memperoleh fatwa atau pandangan hukum yang tidak didasarkan pada metodologi istinbat yang
benar, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, polarisasi, bahkan konflik sosial. Dalam konteks ini, literasi digital
dan literasi keagamaan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu membedakan informasi yang bersifat ilmiah
dengan opini yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, fikih kontemporer dituntut untuk mengembangkan ijtihad kolektif (ijtihad
jama‘7) yang melibatkan ulama, akademisi, ahli teknologi informasi, ekonom, pakar hukum, dan ilmuwan sosial. Pendekatan
multidisipliner menjadi sangat penting karena persoalan hukum digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan
tekstual semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda (2008), pengembangan hukum Islam pada era modern
memerlukan pendekatan sistem (systems approach) yang mempertimbangkan keterkaitan antara aspek normatif, sosial,
ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan demikian, transformasi hukum Islam di era digital tidak hanya berorientasi pada
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kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah.
4.  Analisis Magqasid al-Syari‘ah terhadap Transformasi Hukum Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak dapat diselesaikan hanya
melalui pendekatan tekstual (literal approach). Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dinilai paling relevan dalam
pengembangan fikih kontemporer adalah maqasid al-syari‘ah, yaitu pendekatan yang menempatkan tujuan syariat sebagai
dasar utama dalam proses penetapan hukum. Menurut Al-Syatibi (1997), seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kemudaratan (dar’ al-mafasid) bagi manusia.
Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda (2008) melalui systems approach, yang menegaskan bahwa
maqasid harus dipahami secara dinamis agar mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat modern, termasuk
perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks transformasi digital, implementasi maqasid al-syarT‘ah dapat dianalisis melalui lima tujuan pokok syariat
(al-kulliyyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-
mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Kelima tujuan tersebut menjadi kerangka normatif dalam mengevaluasi apakah suatu
inovasi teknologi sejalan dengan nilai-nilai syariat atau justru berpotensi menimbulkan kemudaratan.

Pertama, perlindungan terhadap agama (hifz al-din) tercermin melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas
akses masyarakat terhadap pendidikan Islam, dakwah, dan layanan keagamaan. Berbagai platform digital memungkinkan umat
Islam memperoleh informasi mengenai Al-Qur'an, hadis, fikih, maupun fatwa secara lebih cepat dan luas. Namun demikian,
kemudahan tersebut juga membuka peluang penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, informasi keagamaan yang tidak
terverifikasi, bahkan fatwa yang tidak memiliki dasar metodologis yang kuat. Oleh karena itu, penerapan magasid menuntut
adanya penguatan otoritas ilmiah, literasi digital, serta mekanisme verifikasi terhadap sumber-sumber keagamaan yang beredar
di ruang digital.

Kedua, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) berkaitan erat dengan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan
teknologi informasi. Fenomena kejahatan siber (cybercrime), penipuan daring (online fraud), perundungan siber
(cyberbullying), hingga penyebaran ujaran kebencian dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologis individu. Dalam
perspektif hukum Islam, segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain bertentangan dengan prinsip
1a darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan bahaya maupun membalas bahaya dengan bahaya). Oleh karena itu, regulasi
mengenai keamanan siber dan perlindungan pengguna internet merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam
menjaga kehidupan manusia.

Ketiga, perlindungan terhadap akal (hifz al-'agl) menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital.
Teknologi digital memberikan akses yang luas terhadap ilmu pengetahuan, namun pada saat yang sama juga memudahkan
penyebaran hoaks, disinformasi, propaganda, dan konten yang dapat merusak pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, hukum
Islam memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan sekaligus mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh sebab itu, literasi
digital merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas intelektual umat sesuai dengan tujuan syariat.

Keempat, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menjadi salah satu aspek yang paling dominan dalam transformasi
digital. Perkembangan e-commerce, pembayaran elektronik, fintech syariah, aset digital, dan teknologi blockchain membuka
peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko
penipuan digital, pencucian uang, peretasan, serta investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum
Islam perlu memastikan bahwa setiap transaksi digital memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan bebas dari
unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik manipulatif lainnya. Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik
syariah dan pembiayaan berbasis teknologi merupakan contoh konkret implementasi maqasid dalam menjaga keamanan harta
masyarakat.

Kelima, perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) juga memperoleh tantangan baru akibat perkembangan teknologi
digital. Kemudahan akses terhadap berbagai konten digital, termasuk konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam,
berpotensi memengaruhi pembentukan karakter generasi muda. Selain itu, meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak-
anak dan remaja juga memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis
dan sosial mereka. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki
tanggung jawab bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan mendukung pembentukan generasi yang
berakhlak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan maqasid al-syari‘ah memberikan kerangka metodologis
yang komprehensif dalam merespons transformasi hukum Islam di era digital. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada
legalitas formal suatu teknologi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia
secara menyeluruh. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam tidak lagi terbatas pada penafsiran tekstual, melainkan
diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui integrasi antara nilai-nilai syariat, perkembangan ilmu
pengetahuan, dan inovasi teknologi. Pendekatan tersebut menjadi landasan penting bagi lahirnya fikih kontemporer yang
adaptif, progresif, dan tetap konsisten dengan tujuan utama syariat Islam.

5. Model Transformasi Hukum Islam Berbasis Fikih Kontemporer
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Hasil analisis terhadap peluang, tantangan, dan prinsip maqasid al-syari‘ah menunjukkan bahwa transformasi hukum
Islam di era digital membutuhkan model pengembangan hukum yang tidak hanya responsif terhadap inovasi teknologi, tetapi
juga tetap berpijak pada metodologi istinbat al-ahkam. Persoalan digital memiliki karakter yang kompleks, lintas disiplin, dan
berkembang secara cepat sehingga pendekatan fikih yang semata-mata bertumpu pada pembacaan tekstual belum memadai
untuk menjawab seluruh persoalan kontemporer. Karena itu, penelitian ini menawarkan Model Transformasi Hukum Islam
Adaptif-Digital (M-THIAD) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan identifikasi realitas digital, ijtihad kolektif,
metodologi usul fikih, maqasid al-syari‘ah, formulasi hukum, implementasi, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Tahap pertama model tersebut adalah identifikasi realitas dan persoalan digital (tasawwur al-mas’alah). Sebelum
menetapkan hukum terhadap suatu teknologi, karakteristik, mekanisme kerja, manfaat, serta risikonya harus dipahami secara
utuh. Tahapan ini penting karena penetapan hukum yang benar bergantung pada ketepatan dalam memahami objek hukum.
Persoalan seperti kecerdasan buatan, blockchain, aset digital, smart contract, dan layanan keuangan digital memiliki
mekanisme teknis yang tidak selalu dapat dipahami hanya melalui perspektif ilmu fikih. Karena itu, pemahaman terhadap
realitas teknologi menjadi prasyarat bagi proses ijtihad yang kontekstual.

Tahap kedua adalah ijtihad kolektif (ijtihad jama‘T) dan pendekatan multidisipliner. Kompleksitas teknologi menuntut
keterlibatan ulama bersama ahli hukum, teknologi informasi, ekonomi, sosiologi, keamanan siber, dan bidang terkait.
Pendekatan tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan antara pemahaman normatif dengan realitas teknologi
yang menjadi objek hukum. Al-Qaradawi (1994) menekankan pentingnya ijtihad kontemporer dalam merespons persoalan
baru, sedangkan Auda (2008) menawarkan pendekatan sistem yang memandang persoalan hukum secara multidimensional
dan tidak terisolasi dari konteks sosialnya. Dengan demikian, ijtihad kolektif memungkinkan keputusan hukum dibangun
berdasarkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Tahap ketiga adalah analisis berdasarkan usul fikih dan maqasid al-syari‘ah. Pada tahap ini, persoalan digital dianalisis
dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, ijma’, qiyas, serta perangkat ijtihad yang relevan seperti maslahah, sadd al-dhara'i,
dan kaidah-kaidah fikih. Analisis tersebut kemudian diarahkan pada pencapaian tujuan syariat, terutama perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi fundamental syariat, sedangkan
Auda (2008) mengembangkan maqasid menuju pendekatan yang lebih terbuka dan multidimensional. Oleh sebab itu, teknologi
tidak cukup dinilai berdasarkan bentuknya, tetapi juga berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi manusia.

Tahap keempat adalah formulasi hukum dan penguatan tata kelola digital. Hasil ijtihad perlu diterjemahkan menjadi
fatwa, pedoman etik, standar syariah, atau regulasi yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Praktik di Indonesia
menunjukkan adanya proses adaptasi tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik
Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
menunjukkan bahwa inovasi digital dapat diakomodasi melalui formulasi hukum yang mempertimbangkan karakter teknologi
sekaligus prinsip syariah.

Tahap terakhir adalah implementasi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan (muraja‘ah). Produk hukum digital tidak
semestinya dianggap final ketika karakter teknologi yang menjadi objek hukumnya terus berubah. Fatwa maupun regulasi
harus dievaluasi ketika terjadi perubahan substansial pada sistem, risiko, atau dampak sosial teknologi. Prinsip ini sejalan
dengan karakter fikih yang memungkinkan perubahan ketentuan ijtihadi ketika terjadi perubahan keadaan yang relevan dengan
dasar penetapan hukumnya (Al-Zuhaili, 1986). Dengan demikian, transformasi hukum Islam bersifat dinamis tanpa
menjadikan prinsip dasar syariat sebagai sesuatu yang berubah-ubah.

Secara konseptual, model yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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MODEL TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI ERA DIGITAL
(Model Konseptual)

o 0 o

LTIHAD KOLEKTIF IMPLEMENTASI DAN PEMBAHARUAN
DAN MULTIDISIPLINER HTWNEGUI.AS! PENGAWASAN HUKUM

REALITAS
TEKNOLOGI DIGITAL

Mengidentifikasi Memzhami dan Mekibatkan ulama, Menganalisis persoalan Meniilai persoalan Merumuskan hukum Menerapkan ketentuan Menilai efektivitas | Melakukan
| ahli hukum, pakar berdasarkan sumber berdasarkan tujuan dalam bentuk fatwa, hukum dalam ketentuan hukum pembaruan atau
teknologi digital persoalan hukum teknologi, ekonomi, hukum Islam: ‘syariat untuk pedoman, standar praktik melalui berdasarkan penyesuaian hukum
beserta manfaat, secara tepat sosiologi, dan pihak Al-Quran, Sunnah, mewujudkan syariah, atau sosialisasi, edukasi, perkembangan sesuai perubahan
tisiko, dan berdasarkan fakta | terkait untuk jima’, Qiyas, serta kemaslshatan dan regulasi yang dan pengawasan teknologi, dampak Konteks dan
dampaknya bagi dan konteks mengkaji persoalan kaidah-kaidah menolak kemudaratan memberikan ager sesuai dengan sosial, dan capaian kebutuhan
masyarakat. teknologi digital. secara komprehensif. fikih lainnya. (hifz al-din, al-nafs, kepastian hukum. prinsip syariah. kemaslahatan, | masyarakat.
al-‘aql, al-mal, ak-nasl).

S A . S I R

Proses transformasi hukum Islam bersifat dinamis, adaptif,
dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era digital.

Kebaruan model ini terletak pada penempatan pemahaman teknologi, ijtihad kolektif, maqasid, dan evaluasi berkelanjutan
dalam satu siklus transformasi hukum. Dengan kerangka tersebut, hukum Islam tidak sekadar bereaksi setelah munculnya
persoalan teknologi, tetapi memiliki mekanisme adaptasi yang sistematis. Model ini sekaligus menegaskan bahwa digitalisasi
bukan alasan untuk meninggalkan metodologi hukum Islam, melainkan konteks baru yang membutuhkan aktualisasi
metodologi tersebut. Dengan demikian, fikih kontemporer dapat mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus memiliki
kapasitas untuk menjawab perubahan masyarakat digital secara proporsional, maslahat, dan berkelanjutan.

IMPLIKASI PENELITIAN

Transformasi hukum Islam di era digital memberikan implikasi yang luas, baik pada tataran pengembangan teori hukum
Islam maupun dalam praktik penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dapat dipahami
bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan instrumen teknologi, melainkan perubahan struktur sosial yang memengaruhi cara
masyarakat berinteraksi, bertransaksi, memperoleh informasi, dan menjalankan aktivitas keagamaan. Perubahan tersebut
menuntut hukum Islam untuk terus berkembang melalui mekanisme ijtihad yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip
syariat dengan realitas masyarakat digital. Oleh karena itu, implikasi penelitian ini dapat dipetakan ke dalam dua dimensi
utama, yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis.

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis (murinah),
sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat. Fleksibilitas tersebut
terletak pada ruang ijtihad yang memungkinkan lahirnya formulasi hukum baru terhadap persoalan-persoalan yang tidak
dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital tidak dipandang
sebagai ancaman terhadap eksistensi hukum Islam, melainkan sebagai ruang aktualisasi bagi pengembangan fikih
kontemporer.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa magqasid al-syari‘ah merupakan paradigma yang sangat relevan dalam
menghadapi kompleksitas persoalan hukum digital. Pendekatan magasid memungkinkan penetapan hukum tidak berhenti pada
analisis tekstual, tetapi mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.
Pendekatan ini menjadi semakin penting karena persoalan digital berkembang lebih cepat dibandingkan dengan lahirnya
ketentuan hukum baru. Oleh sebab itu, maqasid al-syari‘ah berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma klasik dengan
kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan gagasan bahwa ijtihad kolektif (ijtihad jama‘r) merupakan model yang paling
relevan dalam menghadapi persoalan hukum digital. Berbeda dengan persoalan fikih klasik yang umumnya dapat dianalisis
dalam lingkup disiplin ilmu syariah, isu-isu digital memerlukan keterlibatan berbagai bidang ilmu, seperti teknologi informasi,
keamanan siber, ekonomi digital, perlindungan data, dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam
pada masa mendatang perlu dibangun melalui kolaborasi antara ulama, akademisi, praktisi teknologi, ekonom, dan pembuat
kebijakan agar keputusan hukum memiliki landasan normatif sekaligus empiris.

2. Implikasi Praktis

Pada aspek praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi

lembaga fatwa, transformasi digital menuntut percepatan proses kajian terhadap isu-isu hukum kontemporer melalui

28



As Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga
Vol 1 No 2 Juli 2026

mekanisme ijtihad kolektif yang melibatkan pakar lintas disiplin. Fatwa yang dihasilkan tidak hanya harus sesuai dengan
prinsip syariat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital secara cepat, tepat, dan kontekstual.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dengan prinsip-
prinsip hukum Islam, khususnya pada bidang ekonomi digital, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan
pengembangan teknologi keuangan syariah. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung
terciptanya ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Bagi perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam, penelitian ini memberikan rekomendasi agar kurikulum hukum
Islam mulai mengintegrasikan kajian mengenai fikih digital, etika kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, keamanan
siber, ekonomi digital syariah, dan perkembangan teknologi informasi. Integrasi tersebut diperlukan agar lulusan memiliki
kemampuan menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat digital.

Bagi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kemudahan memperoleh
informasi keagamaan melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan melakukan verifikasi terhadap sumber
informasi serta memahami perbedaan antara fatwa resmi, pendapat ulama, dan opini pribadi yang beredar di media sosial.
Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sekaligus mengurangi
risiko penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di era digital bukan hanya
persoalan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi merupakan proses pembaruan metodologi hukum yang tetap
berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, usul fikih, dan maqasid al-syari‘ah. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam akan tetap
memiliki relevansi dalam menghadapi perubahan sosial sekaligus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
kemaslahatan bagi masyarakat di era digital.

PENUTUP

Transformasi hukum Islam di era digital merupakan konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan teknologi informasi
yang telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ibadah, muamalah, pendidikan, ekonomi, dan
pelayanan keagamaan. Digitalisasi telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, seperti transaksi elektronik, financial
technology (fintech) syariah, kecerdasan buatan (artificial intelligence), aset digital, perlindungan data pribadi, hingga otoritas
fatwa di ruang digital. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menghadapi tantangan yang semakin
kompleks sehingga diperlukan pendekatan hukum yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial melalui
mekanisme ijtihad, baik secara individual maupun kolektif. Transformasi hukum Islam tidak dimaknai sebagai perubahan
terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai proses pembaruan pemahaman terhadap persoalan-persoalan kontemporer
dengan menggunakan instrumen usul fikih, kaidah fikih, dan maqasid al-syari‘ah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam
tetap relevan dalam menjawab dinamika masyarakat digital sekaligus menjaga tujuan utama syariat, yaitu melindungi agama
(hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl).

Penelitian ini juga menemukan bahwa era digital menghadirkan peluang besar bagi pengembangan hukum Islam, antara
lain melalui digitalisasi layanan keagamaan, penguatan ekonomi syariah berbasis teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan
sebagai pendukung penelitian hukum Islam, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan literasi keislaman.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup munculnya bentuk transaksi baru, penyalahgunaan teknologi digital,
penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi. Oleh karena itu,
pengembangan hukum Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi harus melibatkan kajian
multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu syariah, teknologi informasi, ekonomi digital, dan ilmu sosial.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Transformasi Hukum Islam Adaptif-Digital (M-
THIAD) yang terdiri atas lima tahapan, yaitu identifikasi persoalan digital, ijtihad kolektif, analisis berbasis usul fikih dan
maqasid al-syari‘ah, formulasi fatwa atau regulasi, serta evaluasi berkelanjutan. Model ini menunjukkan bahwa pembaruan
hukum Islam harus dilakukan secara sistematis, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan model
tersebut, hukum Islam tidak hanya mampu merespons perkembangan teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun
tata kelola digital yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam di era digital merupakan kebutuhan yang
tidak dapat dihindari. Relevansi hukum Islam pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan para ulama, akademisi,
lembaga fatwa, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan metodologi ijtihad yang kontekstual, ilmiah, dan kolaboratif.
Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan tujuan maqasid al-syari‘ah, hukum Islam akan tetap menjadi sistem
hukum yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat digital.

REKOMENDASI
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Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan hukum
Islam di era digital.

Pertama, lembaga fatwa perlu memperkuat mekanisme ijtihad kolektif (ijtihad jama‘T) dengan melibatkan pakar teknologi
informasi, ekonomi digital, keamanan siber, dan akademisi agar setiap fatwa mengenai teknologi digital memiliki dasar
normatif sekaligus empiris yang kuat.

Kedua, perguruan tinggi Islam perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan kajian fikih kontemporer
dengan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, blockchain, perlindungan data pribadi, ekonomi digital syariah, dan etika
teknologi. Langkah ini penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu merespons perkembangan hukum Islam
pada masa depan.

Ketiga, pemerintah perlu terus menyelaraskan regulasi nasional mengenai teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum
Islam, khususnya pada sektor ekonomi syariah, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan layanan keuangan digital.
Harmonisasi tersebut akan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
digital nasional.

Keempat, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan literasi keagamaan agar mampu menggunakan teknologi
secara bijaksana serta melakukan verifikasi terhadap informasi hukum Islam yang diperoleh melalui media digital. Literasi
yang baik akan mengurangi risiko penyebaran hoaks keagamaan dan memperkuat kualitas pemahaman masyarakat terhadap
ajaran Islam.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris (socio-legal research) melalui studi
lapangan mengenai implementasi fatwa digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan hukum Islam, atau efektivitas
regulasi ekonomi syariah digital di Indonesia. Pendekatan tersebut akan melengkapi hasil penelitian normatif dan memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai transformasi hukum Islam di era digital.
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